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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat 

menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis 

(RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar  Tahun Anggaran 

2021-2026. 

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan 

tersusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman, 

informasi dan alat dalam mengimplementasikan program-

program kerja strategis untuk lima tahun kedepan serta 

menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih 

jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan 

kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi 

penyempurnaan dan perbaikan Renstra ini. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tuntutan reformasi 

memberikan tantangan dalam melakukan perubahan terhadap 

penataan landasan dan kebijakan serta program-program yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hakekat 

pelaksanaan otonomi daerah adalah bergesernya paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik ke 

desentralistik. Sehubungan dengan itu, maka setiap organisasi 

dituntut untuk melakukan pengelolaan secara tepat guna 

menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi.  

Perubahan lingkungan strategis di era reformasi 

menyebabkan tugas Aparatur Pemerintah di daerah semakin 

tinggi dan kompleks. Menghadapi hal tersebut, maka 

Pemerintah Daerah harus menyiapkan Sumber Daya Aparatur 

yang memiliki kemampuan/kompetensi, kualitas, 

profesionalitas, dan kompetitif sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

Sebagai upaya dalam mewujudkan tuntutan 

profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan 

bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang melakukan 
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pelanggaran disiplin PNS akan diproses/ditindak lanjuti sesuai 

dengan aturan yang berlaku sesuai dengan tingkat dan jenis 

hukuman disiplin.  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 

di bidang manajemen kepegawaian, mengembang fungsi 

sebagai perumus kebijakan di bidang kepegawaian yang 

diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia 

Aparatur  Sipil Negara yang memiliki kemampuan/kompetensi, 

kualitas, profesionalitas, dan kompetitif   serta mampu 

mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih (Clean 

Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean 

Government), hal yang perlu mendapat perhatian adalah 

bagaimana menjamin bahwa  proses penyelenggaraan 

pemerintahan telah berlangsung sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat 

mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diukur dari 

masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat serta dampak 

yang dihasilkan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta  Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
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untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, membawa 

konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Dalam ketiga Peraturan Perundang-Undangan tersebut, 

dijelaskan  bahwa penyusunan RPJMD didasarkan pada 

penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya RPJMD 

menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran 

pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program 

pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu 

lima tahun mendatang. 

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sehubungan dengan tugas 

dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan 

perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk 

melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Adapun fungsi 

Renstra yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis 

operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator 

program dan kegiatan dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala 

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 



Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia   4 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajeman Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan pelaksanaan 

strategi penataan manajeman sumber daya manusia aparatur 

yang profesional dan berkompeten dijabarkan dalam 4 (empat) 

program/kegiatan prioritas, salah satunya yaitu Penguatan 

Implementasi Manajeman ASN yang dilaksanakan oleh 

Kementerian PANRB. Strategi tersebut diatas kemudian 

diselenggarakan oleh Kantor Regonal IV Badan Kepegawaian 

Negara (Kanreg IV BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan dalam urusan kepegawaian. Demikian pula 

dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam urusan 

pengembangan sumber daya manusia. Keterkaitan Renstra 

BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra K/L 

dan provinsi yaitu pentingnya peranan sumber daya manusia 

aparatur dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.  

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Mengah Daerah merupakan wujud 

konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan 

pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat 

Daerah sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat 

menurut kebutuhan dan perubahan. 

Keberadaan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan 

Selayar, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD. Tujuan, 

sasaran program dan kegiatan dalam Renstra BKPSDM 

memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyusunan rencana 

kegiatan tahunan BKPSDM berpedoman pada Renstra 

BKPSDM sekaligus menjadi tolak ukur penilaian pencapaian 

keberhasilan BKPSDM. 

Dalam pelaksanaannya, BKPSDM menyelenggarakan 2 

(Dua) Program, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program 

Kepegawaian Daerah mencakup tentang penyelenggaraan tata 

kelola kepegawaian berdasarkan peraturan tentang manajemen 

aparatur sipil negara. Sedangkan Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia mencakup penyelenggaraan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis 

pada tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan manajemen talenta, 

serta pengembangan pola karir aparatur sipil negara yang 

sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar  Tahun 2021-2026 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
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Penyeelenggara Negara yang Bersih dan Bbebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pearturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
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Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Pearturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomorr 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunana Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2006 Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara    

Republik    Indonesia  

Nomor 4633); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4889); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoneisa Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguanan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5  

30. Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2012 Nomor 5); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 47); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2021-2026; 

33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia  

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud dari Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar  Tahun 2021-2026 adalah : 

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan 
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dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka 

mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana 

tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan 

b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat 

Daerah. 

 

 

1.3.2. Tujuan dari Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah : 

a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh 

Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan 

mengalokasikan sumber daya dalam rangka 

pencapaian tujuan Perangkat Daerah; 

b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja 

Perangkat Daerah; 

c. memudahkan pengendalian kegiatan serta 

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, 

monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal 

maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi 

Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan 

kualitas perencanaan pembangunan; dan 

d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi 

antar bidang dalam Perangkat Daerah; 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-

2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan penyusunan Renstra yang berisi 

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM 

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan dan menyajikan 

tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang 

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.  

 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan 

fungsi pelayanan BKPSDM, telaahan visi, misi dan program 

Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra 

kementerian/lembaga dan provinsi , telaahan Rencana Tata 
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Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan 

Penentuan Isu-isu Strategis BKPSDM. 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran BKPSDM untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 

waktu 5 (Lima) tahun kedepan. 

 

BAB V STRATEGI   DAN    ARAH     KEBIJAKAN 

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang 

dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah 

kebijakan dari setiap strategi yang dipilih. 

 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, serta 

pendanaan indikatif. 

 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini mengemukakan indikator kinerja BKPSDM yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 

(Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2021-2026. 

 

BAB VIII PENUTUP 

Bab ini menguraikan Kepala Badan BKPSDM Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagai penanggung jawab pelaksanaan 
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Renstra BKPSDM bersama Bappelitbangda melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra BKPSDM, 

keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan 

Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026. 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian 

ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar 

Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Susunan organisasi serta tugas dan fugsi Badan 

Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan 

fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia adalah sebagai berikut :  

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 
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b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

c. Pelaksanaan evaluasi   dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian dan pengembanagn sumber daya 

manusia; 

d. Pelaksanaan administrasi Badan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya.  

 

2. Sekretaris 

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu 

Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan 

memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua 

unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

adalah : 

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan 

Badan; 

b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan 

hukum; 

c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan 

urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah 
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tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan 

Perundang-undangan. 

 Kepala Subbagian Program 

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu 

Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program 

dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan 

laporan kinerja. 

 Kepala Subbagian Keuangan 

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu 

Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, 

penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan 

pembukuan. 

 

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian 

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi 

kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, 

pemberhentian dan informasi kepegawaian; 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan 

Penghargaan 

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja 

dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan daalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang mutasi, prmosi, penilaian kinerja dan 

penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, 

Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, 

penilaian kinerja dan penghargan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, 

penilaian kinerja dan penghargan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, 

promosi, penilaian kinerja dan penghargan; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, 

penilaian kinerja dan penghargan; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aparatur 

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam 

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang pengambangan sumber daya manusia 

aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Aparatur adalah : 
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a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan 

kompetensi aparatur; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan 

kompetensi aparatur; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengembangan kompetensi aparatur; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan 

kompetensi aparatur; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

6.  Kelompok Jabatan Fungsional  

     Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional 

masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar, terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum; 

2. Sub Bagian Program; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi 

Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Bidang Mutasi, Promoso, Penilaian Kinerja dan 

Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR   
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2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

2.2.1. Sumber Daya Manusia  

Jumlah pegawai di Badan  Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 

2020 mencapai 74 orang yang terdiri dari 44 Orang yang 

berstatus PNS dan 30 Orang yang berstatus Non PNS, 

dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, jabatan, 

dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana tabel  berikut. 

 

Tabel 2.2.1.a.  
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan 

 

Golongan/Ruang Jumlah 

Golongan IV/c 1 orang 

Golongan IV/b 1 orang 

Golongan IV/a 2 orang 

Golongan III/d 6 orang 

Golongan III/c 10 orang 

Golongan III/b 5 orang 

Golongan III/a 7 orang 

Golongan II/d 4 orang 

Golongan II/c 5 orang 

Golongan II/b 3 orang 

Golongan II/a - 

Kontrak Daerah 30 orang 

Sukarela - 

 

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar 

tahun 2020 didominasi  Level  Manejerial  yakni 

sebanyak 60%, sementara  Pegawai Tidak Tetap  hanya 

40% Tahun 2020. 
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 Tabel 2.2.1.b.  

Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan 

 

Jabatan Jumlah 

Eselon II/B 1 orang 

Eselon III/A 1 orang 

Eselon III/B 3 orang 

Eselon IV/A 11 orang 

Fungsional 2 orang 

Staf PNS 27 orang 

Staf Non PNS 30 orang 

 

               Tabel 2.2.1.c.   
 Klasifikasi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan 

 

Kualifikasi 

Pendidikan 

Jumlah 

Sarjana S2 2 orang 

Sarjana S1 38 orang 

Sarjana Muda 7 orang 

SMA 27orang 

 

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian 

besar pegawai pada lingkup Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 

kualifikasi pendidikan sarjana (S1). Hal ini 

menunjukkan bahwa kualifikasi sumber daya aparatur 

di lingkup ini sudah memadai. 

  

2.2.2.  Asset/Modal 

Asset/Modal yang dimiliki Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 2.2.2  

Asset/Modal 

 

Nama Barang Harga Perolehan 

a. Kendaraan Roda Empat 389.400.000,- 

b. Tanah  3.000.000,- 

c. Kendaraan Roda Dua 408.185.915,- 

d. Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 

949.319.000,- 

e. Alat Studio dan Komunikasi 116.500.000,- 

f. Bangunan Gedung 1.991.832.321,- 

g. Buku dan Perpustakaan - 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar sesuai dengan tupoksi adalah mengurus administrasi 

kepegawaian di Daerah dengan Sistem dan prosedur yang 

diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang meliputi  

: 

1. Bezzeting Pegawai; 

2. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai; 

3. Persyaratan Mutasi/Perpindahan Pegawai; 

4. Pengurusan Ijin Belajar; 

5. Pengurusan Tugas Belajar; 

6. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai; 

7. Penerbitan Kartu Suami Istri; 

8. Administrasi Pengajuan Cuti; 

9. Pemberian Penghargaan/Reward Dan Sanksi/Punishment; 

10. Pengurusan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijasah; 
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11. Administrasi Pensiun. 

Target kinerja pelayanan di atas kemudian diselaraskan 

ke dalam 3 (tiga) Program yang dilaksanakan oleh BKPSDM 

sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, Administrasi, Pengadaan/Penyediaan, 

Pemeliharaan dan Evaluasi Kinerja penunjang urusan 

pemerintahan daerah dengan tolak ukur dan target kinerja 

pelayanan meningkatnya nilai SAKIP. 

2. Program Kepegawaian Daerah 

Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang 

menjabarkan tentang ruang lingkup manajemen ASN, antara 

lain Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 

serta mutasi dan promosi ASN yang menjadi indikator kinerja 

utama dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 

2026 yaitu Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. Disamping pelaksanaan kegiatan pengembangan 

kompetensi ASN dan penilaian kinerja dan disiplin ASN 

dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan kualitas SDM 

aparatur melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan 

pendidikan serta peningkatan ASN yang berkinerja baik. 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program ini menuat kegiatan-kegiatan pengembangan 

kompetensi manajerial, teknis, sosio-kultural dan 

pemerintahan dengan kinerja pelayanan yaitu peningkatan 

kualitas SDM aparatur berbasis tupoksi bagi jabatan 

administrasi penyelenggara urusan konkuren, penunjang dan 
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umum serta sertifikasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan 

fungsional, kepemimpinan dan prajabatan dengan kinerja 

pelayanan yaitu peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi 

pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, administrasi, 

fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi target pelayanan 

pada tahun 2016-2020 menurut golongan berjumlah : 

 

Tabel 2.3.1 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah  

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 

 

No Tahun 
                     Golongan 

JUMLAH 
      IV      III       II     I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 

802 

779 

789 

803 

950 

2304 

2256 

2097 

1926 

2114 

638 

723 

748 

1002 

1148 

22 

27 

29 

34 

43 

3766 

3785 

3663 

3770 

4255 

 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2021-

2026 dituangkan dalam Tabel 2.3.2 dan Tabel 2.3.3 sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.3.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai Kabupaten Kepulauan Selayar  
  

No. 

Indikator 
Kinerja 

sesuai Tugas 
dan Fungsi 
BKPSDM 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Liannya 

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 

Presentase 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana 
kerja  

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 1 1 1 1 0,7 

2. 

Persentase 
CPNSD yang 
telah 
bersyarat 
mengikuti 
diklat 
prajabatan 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 1 1 1 1 0 

3. 

Persentase 
jabatan 
struktural 
yang terisi 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 1 1 1 1 0 

4. 

Persentase 
pejabat yang 
telah 
mengikuti 
diklat 
aparatur 
sesuai 
jenjang 
jabatan 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13% 1 1 1 1 0,13 

5. 

Persentase 
ketersediaan 
formasi dan 
bezzetting 
 

   

100% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100%  1 1 1 1 
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No. 

Indikator 
Kinerja 

sesuai Tugas 
dan Fungsi 
BKPSDM 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Liannya 

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6. 

Persentase 
kesesuaian 
latar 
belakang 
pendidikan/ 
pengalaman 
kerja/diklat 
yang pernah 
diikuti 
dengan 
jabatan 
struktural 
yang 
diduduki 
 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52% 1 1 1 1 0,52 

7. 

Persentase 
ketepatan 
waktu 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 95% 20% 1 1 0,94 0,95 0,2 

8. 

Persentase 
peserta 
peneriman 
bantuan 
Tugas Belajar 

dan Ikatan 
Dinas 
 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 1 1 1 0,5 1 

9. 

Jumlah 
aparatur 
yang 
mendapat 
penghargaan 
 

   

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 100% 0% 1 1 0,62 1 0 
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No. 

Indikator 
Kinerja 

sesuai Tugas 
dan Fungsi 
BKPSDM 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Liannya 

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10. 

Menurunnya 
tingkat 
pelanggaran 
disiplin 
pegawai  
 

   

               

Kehadiran 
 

   
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 1 1 1 1 0,73 

Pelanggaran 
Lain 
 

   
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 1 1 1 1 0,73 

11. Rata-rata 
lama pegawai 
mendapatkan 
pendidikan 
dan pelatihan 

   

20JP 20JP 20JP 20JP 20JP 24JP 24JP 24JP 40JP 40JP 1,2 1,2 1,2 2 2 

12. Persenatse 
ASN yang 

mengikuti 
pendidikan 
dan pelatihan 
formal 

   

100% 100% 100% 100% 100% 
16,77

% 

18,04

% 

13,47

% 

13,90

% 

15,17

% 
0,18 0,18 0,14 0,14 0,15 

13. Persentase 
pejabat ASN 
yang telah 
mengikuti 
pendidikan 
dan pelatihan 
struktural 

   

100% 100% 100% 100% 100% 0,23
% 

0,17
% 

0,13
% 

0,2% 
0,02
% 

0,00
23 

0,00
17 

0,00
13 

0,02 
0,00
02 

14. Jumlah 
jabatan 
pimpinan 
tinggi pada 
instansi 
pemerintah 

   

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

30 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 

32 
Jabat

an 
0,94 1 1 1 1 
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No. 

Indikator 
Kinerja 

sesuai Tugas 
dan Fungsi 
BKPSDM 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Liannya 

Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke- 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

15. Jumlah 
jabatan 
administrasi 
pada instansi 
pemerintah 
(Eselon III) 

   
 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

157 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 

168 
Jabat

an 
0,93 1 1 1 1 

16. Jumlah 
pemangku 
jabatan 
fungsional 
tertentu pada 
instansi 
pemerintah 

   

730 
Org 

911 
Org 

1141 
Org 

1348 
Org 

1417 
Org 

753 
Org 

937 
Org 

1170 
Org 

1380 
Org 

1444 
Org 

1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 
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Dari Tabel 2.3.2 tesebut di atas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kerja 

telah sesuai dengan target yaitu 100% untuk tahun 

2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yakni teridentifikasinya kebutuhan 

sarana dan prasarana kantor serta tersedianya 

anggaran yang cukup. pada tahun 2020 realisasi 

capaian 70% atau tidak sesuai dengan target yang 

direncanakan disebabkan karena adanya pemotongan 

anggaran (Refocusing). 

2. Persentase CPNSD yang telah bersyarat mengikuti 

diklat prajabatan telah mencapai target yang 

direncanakan yaitu 100% pada tahun 2016 s/d tahun 

2019. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu hasil orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil 

bernilai baik dan dinyatakan memenuhi syarat, adanya 

kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupataen 

Kepulauan Selayar (Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku 

Penanggung Jawab) dengan Badan Pengembangan 

Sumber daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi 

Selatan, serta tersedianya anggaran yang cukup. Pada 

tahun 2020 tidak mencapai target  dengan persentasi 

0% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya 

pemotongan anggaran (Refocusing) dari Pemerintah ke 

Pemerintah Daerah dan adanya moratorium 

penerimaan CPNS yang ditetapkan oleh Kementerian 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

3. Persentase jabatan struktural yang terisi telah sesuai  

target yang direncanakan atau persentasi 100% untuk 

tahun 2016 s/d tahun 2019. Capaian tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tersedia formasi 

jabatan struktural yang lowong, adanya pejabat yang 

memenuhi syarat, dan terlaksananya mutasi pejabat 

struktural. Pada tahun 2020 realisasi capaian  0% atau 

tidak sesuai dengan target. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yakni adanya larangan mutasi pejabat 

bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan pilkada 

dan adanya pemotongan anggaran (Refocusing).  

4. Persentase pejabat yang telah telah mengikuti diklat 

aparatur sesuai jenjang jabatan telah sesuai dengan 

target yang direncanakan yaitu 100% untuk tahun 

2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu usulan diklat dari masing-masing 

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan target,  

adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar (Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku 

penanggung jawab) dengan Badan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi 

Selatan dan tersedianya anggaran yang cukup. Pada 

tahun 2020 tidak memenuhi target yang direncanakan 

disebabkan adanya pemotongan anggaran (Refocusing). 
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5. Persentase ketersediaan formasi dan bezzetting telah 

memenuhi target yang direncanakan dengan persentase 

100% untuk tahun 2017 s/d tahun 2020. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja 

tersebut adalah tersedianya analisis jabatan (anjab) dan 

analisis beban kerja (ABK) yang sudah menggambarkan 

kebutuhan/formasi PNS secara menyeluruh di setiap 

OPD dan menjadi dasar pengusulan kebutuhan PNS 

setiap tahun.  Adapun capaian kinerja yang belum 

memenuhi target yang direncanakan yaitu pada tahun 

2016 capaian kinerja hanya 81% . Hal ini dipengaurhi 

oleh kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan 

moratorium penerimaan pegawai khusus untuk tenaga 

pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan 

sekolah kedinasan sehingga formasi tidak sesuai yang 

direncanakan dengan formasi yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

6. Persentase kesesuaian latar belakang 

pendidikan/pengalaman kerja/diklat yang pernah 

diikuti dengan jabatan struktural yang diduduki telah 

sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 100% 

untuk tahun 2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu tersedianya jabatan yang 

lowong, profil Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut 

Kepengkatan (DUK), mutasi pejabat struktural dan 

anggaran yang cukup. Adapun target yang tidak 

tepernuhi yaitu tahun 2020 dengan persentasi 52%. 
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Hal Ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya 

larangan mutasi bagi pemerintah daerah yang 

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan 

adanya pemotongan anggaran (Refocusing). 

7. Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi 

kepegawaian telah sesuai antara target dengan realisasi 

capaian yaitu 100% untuk tahun 2016 s/d tahun 2017. 

Hal ini disebabkan jumlah layanan kepegawain yang 

masuk di Badan Kepegawaian sesuai dengan target 

yang direncanakan dan anggaran yang cukup. Pada 

tahun 2018 s/d tahun 2020 tidak sesuai antara target 

dengan realisasi capaian yaitu 94% tahun 2018, 95% 

tahun 2019 dan 20% tahun 2020. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor yakni layanan yang masuk di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tidak sesuai dengan target dan adanya 

pemotongan anggaran (Refocusing) pada tahun 2020.  

8. Persentase peserta penerimaan bantuan tugas belajar 

dan ikatan dinas telah sesuai dengan target yang 

direncanakan yaitu 100% kecuali tahun 2019. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu usulan tugas 

belajar dari Organisasi Perangkat Daerah, Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat dan 

tersdianya anggaran yang cukup. Pada tahun 2019 

tidak sesuai dengan target dengan realisasi capaian 

yaitu 94%. Hal Ini disebabkan oleh kurangnya usulan 

tugas belajar dari Organisasi Perangkat Daerah. 
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9. Jumlah aparatur yang mendapat penghargaan telah 

sesuai dengan target yaitu realisasi capaian 100% 

kecuali tahun 2018 dan tahun 2020. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yakni usulan 

penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, 

penetapan penerima penghargaan Satya Lencana Karya 

Satya dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan 

yang diusulkan, dan anggaran yang cukup. Pada tahun 

2018 realisasi capaian 62% disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu adanya keterlambatan penetapan penerima 

Satya Lencana Karya oleh Kementerian Dalam Negeri 

sehinga tidak dilakukan penyerahan penghargaan 

kepada Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2020 realisasi 

capaian 0% disebabkan adanya pemotongan anggaran 

(Refocusing).  

10. Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin pegawai dari 

aspek kehadiran dan pelanggaran lainnya telah sesuai 

realisasi capaian dengan target yang direncanakan 

untuk tahun 2016 s/d tahun 2019. Hal ini disebabkan 

oleh beberpa faktor yakni tingkat kehadiran pegawai, 

pelanggaran disiplin pegawai, penindakan bagi pegawai 

yang melanggar disiplin pegawai dan anggaran yang 

cukup. Pada tahun 2020 tidak sesuai antara target 

dengan realisasi capaian disebabkan karena adanya 

pemotongan anggaran (Refocusing). 
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Tabel 2.3.3 

Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan 
Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar 
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Berdasarkan Tabel 2.3.3 menunjukkan bahwa rasio antara 

realisasi dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dapat dikatakan baik untuk tahun 2016-

2020. Pada tahun 2016, rata-rata rasio anggaran dan realisasi 

mencapai 0,95. Pada tahun 2017 mencapai 0,95; pada tahun 

2018 mencapai 0,94; pada tahun 2019 mencapai 0,93 dan yang 

memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2020  yaitu 

0,92. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan 

pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembanagn 

Sumber Daya Manusia, yaitu : 

1. Adanya beberapa program yang tidak dapat dihitung 

pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun-

tahun tertentu saja; 

2.  Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 memberikan 

dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020; 

3. Adanya pengurangan dana atau refocusing dalam rangka 

pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 juga 

menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan 

bahkan menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. 
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2.4 Tanangan    dan     Peluang    Pengembangan    Pelayanan    

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan 

yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi.  

Adapun tantangan yang dihadapi  Badan  Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten 

Kepulauan Selayar  adalah sebagai berikut : 

a. Perubahan dan pengembangan peraturan bidang 

kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat; 

b. Jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 

tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya; 

c. Posisi jabatan struktural/fungsional ASN yang belum 

sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja; 

d. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN; 

e. ASN yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan 

untuk meningkatkan kompentensinya; 

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat 

dioptimalkan antara lain : 

a. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat 

dikembangkan dalam penataan personil;  

44 
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b. Adanya kebijakan untuk melakukan 

pembinaan,pengembangan dan pengawasan kepada 

aparatur agar ASN berdisiplin dan profesional; 

c. Adanya Kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan dan 

mengelola ASN yang professional dalam penataan 

manejemen ASN; 

d. Sistem Teknologi Informasi dan komputerisasi yang 

mendukung pelayanan yang prima,cepat dan tepat. 

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola 

untuk menjawab tantangan yang ada.   

45 



Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia   46 
 

 

 

BAB  III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkait dengan tugas dan fungsi 

tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia tentunya dituntut untuk dapat menyusun kebijakan 

dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Dalam menyelenggarakan tugas pelayanan urusan 

pemerintahan penunjang dibidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia tentunya tidak lepas dari berbagai masalah 

yang menjadi kendala. Berangkat dari kondisi yang ada sekarang, 

maka permasalahan yang dihadapi oleh BKPP dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dapat teridentifikasi. 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu 

strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM tidak 

lepas dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan 
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Selayar Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan dan penting 

untuk diperhatikan, diantaranya Good Governance dan 

Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governance dan 

Pelayanan Prima dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang 

memiliki integritas, profesional, serta mampu 

menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Pegawai Negeri 

Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah 

sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi sesuai 

tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan kompetensi 

yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan 

perilaku Pegawai Negeri Sipil Daerah, diharapkan mampu 

mewujudkan pelayanan prima. 

Dari analisis isu strategis pembangunan daerah tersebut 

di atas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 

kemudahan pelayanan publik, pelayanan administrasi dan 

hak-hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik. 

Kemudian dari hasil analisis lingkungan  daerah untuk 

mewujudkan pelayanan publik, yang menjadi Kekuatan yaitu 

tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai. 

Adapun yang menjadi Kelemahan adalah pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan yang 

menjadikan Peluang adalah salah satu dari 5 (lima) aspek 

yang menjadi prioritas kerja kepemimpinan Presiden dan Wakil 

Presiden periode 2019 - 2024 adalah pembangunan sumber 

daya manusia (SDM) yang unggul, pekerja keras, dinamis, 

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menyelenggarakan pembangunan. Sedangkan yang menjadi 

Ancaman daerah adalah perkembangan era globalisasi yang 
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mengharuskan untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan 

perkembangan oleh organisasi Perangkat Daerah. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia merupakan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas 

pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan administrasi 

kepegawaian di daerah dengan Norma, Sistem, Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) Manajemen ASN yang telah diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi : 

- Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; 

- Pengadaan; 

- Pangkat dan Jabatan; 

- Pengembangan Karier; 

- Pola Karier; 

- Promosi; 

- Mutasi; 

- Penilaian Kinerja; 

- Penggajian dan Tunjangan; 

- Penghargaan; 

- Disiplin; 

- Pemberhentian; 

- Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua 

- Perlindungan 

Untuk mendukung program pembangunan pemerintah 

daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai agenda dan 

prioritas pembangunan daerah, diantaranya mewujudkan 

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan masyarakat 

yang mandiri serta berdaya saing, untuk memujudkan suatu 

kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu 
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menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi 

yang ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership 

dikalangan pemerintahan dan semangat enterpreneur 

dikalangan masyarakat luas. Sebagai konsekuensi dalam 

mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan 

kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan 

penataan sumber daya Pegawai Negeri Sipil Daerah. Uraian 

tersebut merupakan gambaran lingkungan strategis di 

Kepulauan Selayar yang perlu mendapat prioritas penanganan 

dalam periode 2021-2026. 

Kondisi lingkungan strategis ini selanjutnya dijabarkan 

dalam bentuk program-program strategis sebagai landasan 

dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan  sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2021-2026. 

 

T-B.35 
Tabel 3.1.1 

Permasalahan-Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kepulauan Selayar 

Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya  

 

NO 
MASALAH 

POKOK 
MASALAH AKAR MASALAH 

1. Masih 

rendahnya 

kinerja ASN  

1. Integritas ASN 

masih rendah; 

2. Kinerja ASN yang 

rendah dan belum 

1. Belum terwujudnya 

pelayanan yang cepat 

dan berkualitas serta 

terjadinya praktik 
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terukur penyalahgunaan 

kewenangan; 

2. Kinerja pegawai belum 

dirumuskan secara 

memadai dan belum 

terintegrasi dengan 

indikator kinerja 

organisasi 

2. Kebutuhan 

diklat teknis 

dan fungsional 

setiap tahun 

dari OPD 

belum dapat 

dipenuhi 

1. Dokumen Analisis 

perencanaan 

kebutuhan 

pengembangan 

kompetensi teknis 

dan fungsional 

(APKP) dari OPD 

belum disusun 

2. Masih kurangnya 

analis diklat yang 

ditempatkan pada 

OPD  

3. Program 

“DIKLAT SATU 

PINTU” belum 

dilaksanakan  

3. Program yang 

direncanakan tidak 

optimal karena 

kurangnya 

dukungan dan 

koordinasi OPD  

3. OPD masih 

mengalokasikan 

anggaran untuk 

peningkatan 

kapasitas ASN dan 

melaksanakan 

kegiatan-kegiatan 

bimtek tanpa 

koordinasi dengan 

BKPSDM. 

4. Kebutuhan 

diklat 

penjenjangan 

setiap tahun 

4. Dokumen Analisis 

perencanaan 

kebutuhan 

pengembangan 

4. Masih kurangnya 

analis diklat yang 

ditempatkan pada 

OPD 



Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia   51 
 

 

 

dari OPD 

belum dapat 

dipenuhi 

(APKP) kompetensi 

manajerial dari 

OPD belum 

disusun 

5. Standar 

kompetensi 

jabatan 

manajerial dan 

fungsional 

belum 

diterapkan  

5. Adanya kebijakan 

nasional yang 

berubah-ubah 

sehingga kebijakan 

internal daerah 

tidak optimal 

5. Adanya perubahan 

kelembagaan 

sehingga standar 

kompetensi jabatan 

manajerial dan 

fungsional harus 

disusun kembali/ 

diulang 

  

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu 

strategis pembangunan daerah yang potensial dihadapi pada 

periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 

2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2021-2026, RPJPD 

dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, substansi 

RPJM Nasional 2019-2024, Visi Pembangunan Daerah 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah : “Kepulauan 

Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”  

Dalam rumusan visi ini terdapat  2 (dua) bagian pokok 

visi yakni “Bandar Maritim” dan “Kawasan Timur Indonesia”. 

“Bandar Maritim” adalah seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk 

melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta 

perdagangan barang, jasa dan industri. Sebagai Bandar 
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Maritim adalah perwujudan visi yang hendak di capai sehingga 

Kepulauan Selayar  berperan menjadi simpul transportasi laut 

nasional, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan 

keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin, Kepulauan 

Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari 

komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor 

perikanan dan non perikanan, dan peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.  

Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir 

periode RPJMD adalah : 

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi 

laut nasional; 

2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan 

keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan 

nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia 

komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan 

daya saing daerah. 

Bandar Maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan 

yang meliputi : 

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, 

yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan 

Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, 

Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan 

Kalaotoa; 

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang 

didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan 
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Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai 

Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau 

Panjang; 

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, 

yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI 

Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan 

Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, 

Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. 

“Kawasan Timur Indonesia” menunjukkan arti bahwa 

berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) 

perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang 

mencakup Kabupaten/Kota pada wilayah Teluk Bone, 

Sulawesi Tanggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, 

dan Maluku Utara. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan 

dijalankan pada 2021-2026 adalah:  

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel dan transparan; 

2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan; 

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 

4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan; 

5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan 

keagamaan; 

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. 

Misi 1 didukung oleh pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu 

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Akuntabel dan Transparan”. pernyataan misi ini mengandung 
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makna yaitu tata kelola penyelenggaran pemerintahan yang 

baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, 

transparan, birokrasi yang efektif dan efiisien serta birokrasi 

yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembanagn 

Sumber Daya Manusia yang bersinergi dengan pelaksanaan 

misi ke-1, terkait dengan tujuan ke-1 yaitu “mewujudkan 

reformasi birokrasi daerah (T-1) dan sasaran ke-1 yaitu 

“meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 

(S-1) melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka 

tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-

2026 adalah :  

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah; 

2. Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan; 

3. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal; 

4. Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya 

Manusia; 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman; 

6. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya; 

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan; 

8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup. 
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Tabel 3.2.1. 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar 

 

Visi:  “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” 

No 

Misi dan  
Program  
KDH dan 

Wakil KDH 
terpilih 

Permasalahan 
Perangkat 

Daerah 
BKPSDM 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Misi 1 : 

Mengembang

kan tata 

kelola 

pemerintahan 

yang 

akuntabel 

dan 

transparan 

1. Integritas PNS 

masih rendah 

1. Pemahaman/ 

penghayatan 

terhadap tupoksi 

masih rendah 

2. Adanya benturan 

kepentingan 

 

1. Adanya arahan 

KPK tentang 

Conflict Of 

Interest 

(Permenpan-RB 

Nomor 37 Tahun 

2012 tentang 

Pedoman Umum 

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan) 

2. Peraturan Bupati 

Kabupaten 

Selayar Nomor 

10 Tahun 2021 

tentang  

tersedianya 

pengawas 

internal 

(Inspektorat) dan 

eksternal (BPKP 

dan BPK) 

  2. Kompetensi 

PNS belum 

sesuai 

dengan 

Standar 

Kompetensi 

Jabatan 

1. Penempatan PNS 

belum mengacu 

pada Sistem 

Merit; 

2. Rendahnya 

kesadaran PNS 

terhadap 

pengembangan 

kompetensi 

1. Adanya 

kebijakan terkait 

Standar 

Kompetensi 

Jabatan 

(Permenpan-RB 

Nomor 38 Tahun 

2017 tentang 

Standar 
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Kompetensi 

Jabatan 

Aparatur Sipil 

Negara 

2. Tersedianya 

lembaga 

penyelenggara 

diklat 

  3. Kinerja 

rendah dan 

belum 

terukur 

1. Pemahaman/ 

penghayatan 

terhadap tupoksi 

masih rendah; 

2. Konsistensi 

pelaksanaan 

perencanaan 

sasaran kerja 

masih rendah; 

3. Belum ada 

sistem/aplikasi 

pengukuran 

kinerja secara 

transparan dan 

objektif 

 

1. Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 

2019 tentang 

Penilaian Kinerja 

Pegawai Negeri 

Sipil 

2. Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 

2020 tentang 

Perubahan atas 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 

2017 tentang 

Manajeman 

Pegawai Negeri 

Sipil 

3. Peraturan Bupati 

Nomor Tahun 

2021 tentang 

Manajemen 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

  4. Program 

“Diklat Satu 

Pintu” belum 

dilaksanakan 

1. Masih kurangnya 

dukungan OPD 

2. Belum adanya 

kebijakan 

internal tentang 

pengembangan 

SDM melalui 

Program Diklat 

Satu Pintu 

(Peraturan 

Bupati) 

1. Tersedianya 

HCDP (Human 

Capital 

Development 

Program) 

BKPSDM 

2. Tersedianya 

Peraturan 

Lembaga 

Administrasi 

Negara Nomor 10 
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Tahun 2018 

tentang 

Pengembangan 

Kompetensi 

Pegawai Negeri 

Sipil  

. 

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PANRB, Kanreg IV BKN, 

BKD Prov. Sulsel, BPSDM Prov. Sulsel dan Renstra Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, 

peranan aparatur negara sangat strategis dan penting dalam 

pengelolaan suatu pemerintahan. Peranan tersebut antara lain 

melaksanakan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu 

negara. Aparatur negara memiliki tugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi 

sejahtera, sebaliknya bila suatu negara memiliki kualitas 

aparatur negara yang buruk akan mengakibatkan suatu 

negara memiliki tata pemerintahan yang buruk pula (Bad 

Governance) yang berujung pada lambatnya pencapaian 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan 

pembangunan nasional.  

 

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya serta 

untuk melaksanakan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda 

Pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu “memperkuat 

stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, 

Kementerian PANRB tidak hanya bertugas mendayagunakan 
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aparatur negara, tetapi juga wajib mempercepat reformasi 

birokrasi dan tata kelola. Merupakan komitmen Kementerian 

PANRB untuk mengawal perjalanan reformasi birokrasi di 

lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah 

(Pemda). 

Upaya peningkatan kinerja aparatur negara melalui 

reformasi birokrasi memiliki posisi yang sangat strategis 

terhadap keberhasilan pencapaian tujuan bernegara, karena 

tidak ada pelaksanaan reformasi di bidang lain yang 

pelaksanaannya tidak melibatkan aparatur negara. 

Pelaksanaan berbagai strategi  pada Kementerian PANRB 

dalam melakukan penataan manajemen sumber daya manusia 

aparatur yang profesional dan berkompeten dijabarkan dalam 

4 (empat) program/kegiatan prioritas, yaitu: Penguatan 

implementasi manajemen ASN, Penataan kelembagaan dan 

proses bisnis, Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, dan 

Transformasi pelayanan publik. 

 

3.3.2 Telaahan Renstra Kantor Regional IV Badan 

Kepegawaian Negara 

Melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan dalam melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan manjemen ASN  secara nasional 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 

tahun 2014. Kantor Regional BKN (Kanreg BKN) adalah 

instansi BKN di daerah yang mempunyai tugas 
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menyelenggarakan sebagaian tugas dan fungsi BKN di bidang 

pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah 

kerjanya. Kanreg BKN berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada kepala BKN. 

Kanreg IV BKN menetapkan Program Penyelenggaraan 

Manajemen Kepegawaian Negara sebagai program utama 

(teknis) yang merupakan tugas utama BKN dalam mewujudkan 

fungsi utama BKN didalam Undang-undang nomor 5 tahun 

2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan 

misi BKN tahun 2020-2024. 

 

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Sehubungan dengan pentingnya peranan sumber daya 

aparatur negara dalam pencapaian tujuan pembangunan 

nasional seperti halnya dengan Kanreg IV BKN dalam hal 

pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, maka 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan 

mengembangkan sistem manajemen sumber daya aparatur 

berbasis kompetensi yang didukung dengan sistem informasi 

kepegawaian yang berbasis teknologi informatika (TIK) untuk 

menciptakan sosok sumber daya manusia birokrasi di 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang profesional, bersih, 

berkinerja, dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. 
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3.3.4 Telaahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Sulawesi Selatan 

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi 

aparatur yang tersertifikasi dari sisi manajemen kediklatan 

maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki 

pengakuan dan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat 

(LAN-RI) untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan 

Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV. 

Dengan demikian, BPSDM Prov. Sulsel sebagai institusi 

penyelengara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi 

penyelengara diklat terutama untuk Pemerintah Kab/Kota Se-

Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum 

terakreditasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan 

kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. 

Sulawesi Selatan (BPSDM Prov. Sulawesi Selatan) selama lima 

tahun  Renstra (2018-2023) dirancang sebanyak tujuh buah 

program. Sebuah program yang mengacu pada kesesuaian 

antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan 

obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai dengan 

prinsip pengembangan organisasi modern adalah Program 

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. 
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3.3.5 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aspek pengembangan kompetensi aparatur mendapat 

peranan penting dalam program dan kegiatan pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui program 

pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dapat 

meningkatkan kompetensi, kualitas, profesionalitas, 

kompetitif, berkinerja dan mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang bersih sehingga mendukung terwujudnya 

pelayanan yang baik kepada masyarakat guna tercapainya visi 

dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, 

langkah-langkah strategis yang harus mendapat prioritas 

yakni : (1) Rekruitmen pegawai harus transparan, obyektif 

sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan sehingga 

dapat mengatasi mismatch yang menjadi masalah utama saat 

ini, (2) Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ahli di 

bidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik dan punya komitmen, (3) 

Pembenahan manajemen sistem informasi, akurasi data PNS di 

bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para 

stakeholders, (4) Peningkatan pelayanan tepat waktu dan 

bebas Korupsi Kolusi dan Nepotismen (KKN), (5) Peningkatan 

remunerasi/kesejahteraan agar PNS dapat hidup layak. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Selayar nomor 5 Tahun 2012. 

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten 

adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam 

mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan 

peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek 

perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan 

sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim 

serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan 

keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, 

yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi 

pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah 

Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan 

kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar 

secara berkelanjutan. 

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten 

adalah : 

a. Mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul 

transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;  

b. Mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan 

pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan 

agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi 
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unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai 

penggerak ekonomi rakyat; 

c. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana 

wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, 

maupun wisata belanja;   

d. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis 

sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan 

iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan 

pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan 

kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan 

udara, serta terpadu antara wilayah; 

e. Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan 

ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten 

dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk 

pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung 

wilayahnya; 

f.  Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah 

pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih 

terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih 

terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar 

terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan 

berkelanjutan;   

g. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih 

operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di 

wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan 

RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis 

Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten; 
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h. Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang 

yang akan merangsang partisipasi masyarakat; 

i. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

j. Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal 

pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, 

perizinan dan penertiban. 

 

3.4.1 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup  

Starategis 

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

mengacu pada pendekatan tata cara yang sudah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan 

dalam penyusunan KLHS RPJMD disusun sebelum 

dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian 

target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang 

mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum 

dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat 

dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan 

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.  

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang digunakan adalah pendekatan Ex-Ante, yang 

mana KLHS disusun sebelum dokumen KRP dalam hal ini 

dokumen RPJMD. Dokumen KLHS yang disusun sebelum KRP 

akan menjadi bahan bagi dokumen RPJMD itu sendiri. 

Dokumen KLHS tidak dimasukkan untuk mengkaji dampak 

dari KRP, tetapi dokumen KLHS dimasukkan untuk 
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mengarahkan bentuk KRP yang akan dibuat sesuai dengan 

konteks kewilayahan yang dikaji. Fokus kajian pada dokumen 

KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah pada 

pencapaian target TPB yang dikaitkan dengan Daya Dukung 

dan Daya Tampung Lingkungan. Sementara isu strategis yang 

akan diangkat berasal dari isu strategis TPB.  

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan 

berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan 

berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan 

dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum 

daerah, capaian indikator TPB yang relevan, serta pembagian 

peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi 

masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak 

terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan 

berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk 

pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.  

Penyusunan KLHS RPJMD memenuhi dua prinsip yang 

tercantum dalam pasal 2 Peraturan Dalam Negeri tentang 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, yaitu:  

1. Pemerintah daerah menyusun KLHS RPJMD dalam rangka 

mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip berkelanjutan  

2. KLHS RPJMD menjadi alat analisis dan pertimbangan 

dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah 

dalam RPJMD  

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah 

satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian 

indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian 
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indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks 

keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Tingkat Capaian 

indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum 

mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan. 

Dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target 

dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan 

tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dalam 

konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka 

dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan 

berkelanjutan didaerah tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis, capaian Indikator TPB di 

Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2019 hanya 

berkisar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan 

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar 

belum tercapai dengan baik. Umumnya dari 17 TPB yang ada, 

terdapat 3 TPB yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 

50%. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya 

dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan 

berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. isu 

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar 

yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 

50% terdiri dari : 

a. Ruang terbuka hijau 

b. Antisipasi perubahan iklim 

c. Alih fungsi lahan 
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Isu antisipasi perubahan iklim dan isu alih fungsi lahan 

menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan 

umumnya indikator pada tujuan ini belum dilaksanakan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara isu ruang terbuka 

hijau menjadi isu pembangunan berkelanjutan dikarenakan 

indikator pada tujuan ini belum mencapai target. Sementara 

berdasarkan hasil survei diperoleh setidaknya 12 isu 

lingkungan yang perlu mendapat perhatian dalam 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar 

ke depannya. Isu lingkungan tersebut antara lain 

persampahan, air bersih dan sanitasi, pencemaran sungai, 

penambangan, kerusakan DAS, alih fungsi lahan, kerusakan 

hutan dan lahan, kekumuhan, limbah B3, Abrasi, Kerusakan 

Pesisir dan Pantai serta Ilegal Fishing. Namun secara umum 

persentase isu lingkungan tertinggi menurut publik adalah 

persampahan yaitu 26,40% dan air bersih dan sanitasi yaitu 

26,69%. Dua Isu lingkungan ini merupakan isu lingkungan 

yang umum terjadi pada daerah perkotaan dan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar juga menjadi perlu untuk mendapatkan 

perhatian 

Isu yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

adalah Isu Peningkatan SDM yang meliputi : 

1. Peningkatan SDM di Desa; 

2. Masih kurangnya SDM sehingga masih perlu diadakan 

pembinaan; 

3. Masih kurang SDM yg terampil yang bisa memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada; 
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4. Masih kurangnya SDM yang mumpuni di bidangnya; dan 

5. Pelatihan keterampilan tupoksi perangkat desa dan 

pelatihan - pelatihan lainnya. 

Berdasarkan hasil konsultasi publik II yang 

dilaksanakan pada Kamis 26 November 2020 di Kabupaten 

Selayar, disepakati 8 isu pembangunan berkelanjutan yaitu : 

1. Pengentasan Kemiskinan; 

2. Alih Fungsi Lahan; 

3. Degradasi Lahan Pertanian; 

4. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air; 

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi; 

6. Tata Kelola Pemerintahan; 

7. Belum Optimal Pengelolaan Persampahan; dan 

8. Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan 

Berdasarkan pada hasil analisis ini maka isu 

pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat disimpulkan dalam beberapa hal 

diantaranya : 

a. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan; 

b. Resiko Bencana; 

c. Kemiskinan; 

d. Pengelolaan Sumber Daya Air; 

e. Pekerjaan Layak; 

f. Infrastruktur; dan 

g. Tata Kelola Pemerintahan.  
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis  

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi 

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk 

memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 

tahun.  

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan 

sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana 

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat 

dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas 

prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara 

moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.  

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan 

agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan 

diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada 

mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya 

merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh 

diabaikan.  

Selain itu isu strategis yang akan dihadapi oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

kedepannya adalah rasionalisasi tenaga kontrak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada 

BAB XIII LARANGAN, pasal 96 ayat (1) PPK dilarang 

mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk 

mengisi jabatan ASN dan pada ayat (3) PPK dan pejabat lain 
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yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk 

mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pasal 99 ayat 

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai 

non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk 

pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi 

pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 

badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga 

penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan 

Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan 

Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 

(Lima) tahun dan pada ayat (2) Pegawai Non-PNS dalam jangka 

waktu paling lama 5 (Lima) tahun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

ini. 

Berdasarkan regulasi diatas masih di mungkinkan 

pegawai non-PNS untuk mengabdi pada pemerintah sampai 

dengan Tahun 2022. Dalam hal proses peralihan pegawai non-

PNS ke PPPK harus memenuhi persyaratan pengadaan PPPK 

sesuai dengan pasal 6, 7 dan 8 dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.  

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan instansi 

pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan 

kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan 
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persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Terkait 

jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang 

Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Dengan memperhatikan berbagai regulasi atau 

perangkat aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya 

perubahan lingkungan strategis selama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, 

permasalahan dan isu-isu  yang sangat mendasar untuk 

dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk 

mendukung agenda utama pembangunan di bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah :  

”Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, 

budaya kerja dan karakter aparatur”. 

Isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor 

kriteria penentuan isu strategis yang telah ditetapkan. 

Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria 

penentuan isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat 

pada tabel 3.5.1. 
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TABEL 3.5.1 

SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS 

 

NO KRITERIA BOBOT 

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan 

terhadap pencapaian sasaran pembangunan 
nasional 

20 

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah 
10 

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap 

daerah dan masyarakat 
20 

4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap 

pembangunan daerah 
10 

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk 

ditangani 
15 

6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25 

Dst... Dst...  

TOTAL 100 

 

TABEL 3.5.2 

NILAI SKALA KRITERIA 

 

NO ISU STRATEGIS 
NILAI SKALA KRITERIA TOTAL 

SKOR 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Mengoptimalkan 
kinerja 

penyelenggaraan 

urusan pemerintahan 
dibidang kepegawaian 

dan pengembangan 

sumber daya manusia 

melalui peningkatan 
kompetensi, budaya 

kerja dan karakter 

aparatur 

20 10 10 5 8 5 58 
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 Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian 

dihitung rata-rata skor/bobot isu strategis dengan 

mengakumulasikan nilai isu strategis dibagi jumlah skor 

kriteria penentuan isu strategis, yang dituangkan dalam tabel 

3.5.3 sebagai berikut : 

TABEL 3.5.3 

RATA-RATA SKOR ISU STRATEGIS 

 
NO ISU STRATEGIS TOTAL 

SKOR 

RATA-RATA 

SKOR 

1 2 3 4 

1. Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dibidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia melalui peningkatan 

kompetensi, budaya kerja dan karakter 

aparatur 

58 0,58 
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BAB  IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu 

strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang 

menjadi kewenangan daerah dalam mendukung kebijakan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai 

Visi  Pembangunan Daerah 2021-2026. 

 

a. Tujuan 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten 

Kepulauan Selayar dengan melaksanakan misi pembangunan 

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi BKPSDM dan menangani isu strategis daerah yang 

ada. Tujuan harus bersifat realistis dan harus dicapai. 

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang 

diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok 

misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan jangka 

menengah Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 

adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan 

Meningkatnya Profesionalitas ASN. 
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b. Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan 

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, 

dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih 

dari satu sasaran. 

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2021-2026 dengan Tujuan 1 adalah Meningkatnya 

Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah. 

Sedangkan sasaran untuk tujuan 2 yaitu Meningkatnya Kompetensi 

dan Keahlian Pegawai di semua Jenjang Jabatan.  

Merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan 

dalam lima tahun ke depan (2021-2026), maka tujuan dan sasaran 

Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan  

Selayar sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan 

daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, dapat dilihat 

pada tabel 4.1.1 di bawah ini.  
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Tabel 4.1.1 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKPSDM 

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

2022 2023 2024 2025 

 

2026 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

Meningk
atkan 
akuntabil
itas 
kinerja 
pemerint
ah 
daerah 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningk
atkan 
kualifika
si 
pendidik
an dan 
keahlian

Aparatur 
 

1.1 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kepada masyarakat 
 
 
 
 
1.2 Meningkatnya 
Nilai SAKIP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Meningkatnya 
Tertib administrasi 
pengelolaan 
keuangan dan 
asset daerah 
 
1.1 Rasio pegawai 
pendidikan tinggi 
dan 
menengah/dasar 
(%) (tidak termasuk 
guru dan tenaga 
kesehatan) 

 
 

1. Indeks 
kepuasan 
layanan  
 
2. Nilai SAKIP 
OPD 
 
1. Perencanaan 
Kinerja 
 
2. Pengukuran 
Kinerja 

 
3. Pelaporan 
Kinerja 
 
4. Evaluasi 
Internal 
 
5. Capaian 
Kinerja 
 
1.Laporan 
keuangan OPD 
sesuai SAP  
 
 
 
1. Jumlah yang 
telah mengikuti 
pengembangan 
SDM melalui 
peningkatan 
pendidikan 
lanjutan 

 
 

 
85% 
 
 

B 
(65) 

 
13 
 
 

13 
 

 
13 
 
 

13 
 
 

13 
 

 
 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 

 
 
 

 
88% 
 
 

B 
(70) 

 
14 
 
 

14 
 

 
14 
 
 

14 
 
 

14 
 

 
 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 
 

 
 
 

 
90% 
 
 
BB 
(75) 

 
15 
 
 

15 
 

 
15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

Sesuai 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 

 
 
 

 
93% 
 
 
BB 
(79) 

 
15,8 

 
 

15,8 
 

 
15,8 

 
 

15,8 
 
 

15,8 
 
 
 

Sesuai 

 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 

 

 
 

 

 
96% 
 
 

A 
(81) 

 
16,2 

 
 

16,2 
 

 
16,2 

 
 

16,2 
 
 

16,2 
 

 
 
Sesuai 

 
 
 
 

 
 
 

30 
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1.2 Rasio pegawai 
fungsional (%) 
(tidak termasuk 
guru dan tenaga 
kesehatan) 

1. Jumlah 
pegawai yang 
telah mengikuti 
Uji Kompetensi 

 
 
8 

 
 

15 

 
 

23 

 
 

30 

 
 

34 
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Tabel 4.1.2 
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 

BKPSDM 
  

  TUJUAN 

 
 

SASARAN 

 

INDIKATOR 
TUJUAN/ 
SASARAN 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 

2022 2023 2024 2025 
 

2026 
 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1. 
 

Meningkatkan 
Profesionalitas 
ASN 
 

 Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

 
82 

 
84 

 
86 

 
88 

 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Meningkatnya 
kinerja 
Disiplin 
 

 
Persentase 
peningkatan 
kinerja 
pegawai 
 

 
82 
 
 
 

 
85 
 
 
 

 
87 
 
 
 

 
90 
 
 
 

 
92 
 
 
 

Persentase 
Peningkatan 
Disiplin 
Pegawai 

 
85 
 
 
 

 
87 
 
 
 

 
90 
 
 
 

 
92 

 
95 
 
 
 

Meningkatnya 
Kompetensi 
dan keahlian 
pegawai 
disemua 
jenjang 
jabatan 

 

Persentase 
Peningkatan 
Pegawai dalam 
pengembanga
n Kompetensi 
dan keahlian 

 
60 
 
 
 
 

 
62 
 
 
 
 

 
64 
 
 
 
 

 
66 
 
 
 

 
68 
 
 
 
 

2. Mewujudkan 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 

 Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

 
82,79 

 
84 

 
85 

 
86 
 

 
87 
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Meningkatnya 
Kepercayaan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Perangkat  
Daerah 
 

Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 
 
 

 

 
CC 

 
 
 
 

 
B 
 
 
 
 

 
B 
 
 
 
 

 
BB 

 
 
 
 

 
BB 

 
 
 
 

 

Laporan 
Keuangan 
sesuai 
Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 

 
Sesuai 

 
 
 
 
 
 

 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Perangkat 
Daerah  
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah 

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, 

reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis 

tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga 

segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di 

dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, 

sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.  

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Kepegawaian 

dan Pegembangan Sumber Daya Manusia adalah strategi dan 

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. 

Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia harus selaras dengan strategi dan kebijakan 

daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal 

RPJMD.  

Strategi dan kebijakan jangka menengah BKPSDM menjadi 

dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) 

program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BKPSDM. 

Strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-

2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. 
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a. Strategis 

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-

langkah yang berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan 

serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk 

menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan 

jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah 

strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran 

pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, 

dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efesiensi 

pencapaian target sasaran. 

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk 

melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan. 

 

b. Kebijakan 

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, 

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat : 

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara 

lebih rasional; 

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan 

operasional; 
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3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas 

BKPSDM yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi 

yang dipilih;  

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang 

menjadi tupoksi BKPSDM agar tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar kepentingan 

umum. 

 

Strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lima tahun 

mendatang dapat di lihat pada tabel 5.1 berikut : 
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83 

TABEL 5.1 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

 

VISI          : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” 

MISI 1      : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan kepada 

masyarakat 

 

1.2 Meningkatnya Nilai 

SAKIP 

 

1.3 Meningkatnya Tertib 

administrasi pengelolaan 

keuangan dan asset daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatkan 

kapabilitas dan 

keunggulan SDM 

aparatur yang ditunjang 

perangkat teknologi 

informasi yang baik 

 

2. Meningkatkan kualitas 

perencanaan yang 

beroreintasi hasil  

 

3. Meningkatkan 

pengelolaan keuangan 

dan asset daerah 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku 

 

1. Peningkatan disiplin 

dan kapasitas sumber 

daya aparatur 

 

2. Peningkatan sarana 

dan prasaran aparatur 
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 2. Meningkatkan 
kualifikasi pendidikan dan 
keahlianAparatur 
 

 

 

 

1. Rasio pegawai 

pendidikan tinggi dan 

menengah/dasar (%) (tidak 

termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) 

 

2. Rasio pegawai fungsional 

(%) (tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

 

1. Meningkatkan kualitas 

dan kapabilitas Aparatur   

1. Penguatan Kerjasama 

Pengembangan SDM 

dengan Perguruan 

Tinggi, Lembaga 

Penyelenggara 

Pengembangan SDM 

dan Instansi Pembina 

 

2. Peningkatan dan 

pengembangan SDM 

Aparatur Terintegrasi 

(COORPORATE 

UNIVERSITY) 

84 
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TABEL 5.1 

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

 

VISI          : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” 

MISI 1      : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

Profesionalitas ASN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

Kompetensi dan 

Keahlian Pegawai di 

Semua Jenjang 

Jabatan 

 

2. Meningkatnya 

Kinerja dan Disiplin 

Pegawai 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Meningkatkan kualitas dan 

kapabilitas Aparatur   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1.  Penguatan Kerjasama 

Pengembangan SDM dengan 

Perguruan Tinggi, Lembaga 

Penyelenggara Pengembangan 

SDM dan Instansi Pembina 

 

2. Peningkatan dan 

pengembangan SDM Aparatur 

Terintegrasi (COORPORATE 

UNIVERSITY) 
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2. Mewujudkan    
Reformasi 

Birokrasi 
Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya Nilai 

SAKIP   

 

 

 

2. Meningkatnya 

Tertib Administrasi 

Pengelolaan 

Laporan Keuangan 

Pemerintahan 

Perangkat Daerah 

sesuai SAP 

 

3. Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Kepada Masyarakat 

1. Meningkatkan kualitas 

perencanaan yang 

berorientasi hasi 

 

 

2. Meningkatkan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku 

 

 

3. Meningkatkan  

    kapabilitas dan keunggulan 

SDM aparatur yang 

ditunjang perangkat 

teknologi informasi yang baik 

1.  Peningkatan disiplin dan 

kapasitas sumber daya aparatur 

 

 
 

2. Peningkatan sarana dan 

prasaran aparatur 

86 



Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia        90  

 

 

TABEL 5.1 

PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 

 

VISI          : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” 

MISI 1      : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1. Meningkatkan 

Profesionalitas ASN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

Kompetensi dan 

Keahlian Pegawai 

di Semua Jenjang 

Jabatan 

 

2. Meningkatnya 

Kinerja dan 

Disiplin Pegawai 

 

 
 

 
 

 
 

 

2. Meningkatkan kualitas dan 

kapabilitas Aparatur   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1.  Penguatan Kerjasama 

Pengembangan SDM dengan 

Perguruan Tinggi, Lembaga 

Penyelenggara Pengembangan 

SDM dan Instansi Pembina 

 

2. Peningkatan dan 

pengembangan SDM Aparatur 

Terintegrasi (COORPORATE 

UNIVERSITY) 
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` 

2. Mewujudkan    
Reformasi 

Birokrasi 
Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

Kepercayaan 

Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Perangkat Daerah. 

1. Meningkatkan kualitas 

perencanaan yang 

berorientasi hasi 

 

2. Meningkatkan pengelolaan 

keuangan dan asset daerah 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku 

 

3.   Meningkatkan  

    kapabilitas dan keunggulan 

SDM aparatur yang 

ditunjang perangkat 

teknologi informasi yang 

baik 

1. Peningkatan disiplin dan 

kapasitas sumber daya 

aparatur 

 
 

2. Peningkatan sarana dan 

prasaran aparatur 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Program adalah  Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan/kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima 

tahun ke depan dengan sumber dana APBD, diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

2. Program Kepegawaian Daerah; 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

  

  Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan 

Indikatif  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel 6.1 
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 TABEL 6.1 
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

ADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAGN SUMBER DAYA MANUSIA  

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026 
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 Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  

 Sumber Daya Manusia  

 

116 

 

 

 

 

 

  



 

 Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  

 Sumber Daya Manusia  

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  

 Sumber Daya Manusia  

 

118 

 

 

 

 

 

  



 

 Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan  

 Sumber Daya Manusia  

 

119 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran dalam RPJMD, maka indikator kinerja yang mengacu 

dan mendukung tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan 

sebagaimana tabel berikut. 

 
 
 

TABEL 7.1 
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
 
 

 

NO INDIKATOR 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 
AWAL 

PERIODE 

RPJMD 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 
AKHIR 

PERIODE 

RPJMD  2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Persentase 

pemenuhan 
ASN di 

lingkungan 

pemerintah 

daerah 

 

2. Persentase 
Pegawai 

Berkinerja Baik 

 

 

1. Persentase 

Cakupan ASN 
yang Lulus 

Diklat 

Kepemimpinan, 

Diklat 

Fungsional, 
Diklat Sosio-

kultural dan 

Diklat Teknis 

87,12% 

 
 

 

 

 

 

99,7% 
 

 

 

 

18,96% 

 

89,21% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

80,25% 

 
 

90,40% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

81% 

 
 

 

 

92,60% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

81,50% 

93,80% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

83% 

 
 

 

 

 

94% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

83,75% 

 

94% 

 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

83,75% 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Renstra BKPSDM Kabupaten  Kepulauan Selayar  yang 

disusun dengan memperhatikan RPMJD mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Kepulauan 

selayar  Tahun 2021-2026 dimaksud sebagai dokumen 

perencanaan strategis BKPSDM Kabupaten  Kepulauan Selayar  

yang merupakan penajaman program BKPSDM Kabupaten  

Kepulauan Selayar 2021-2026 dan diharapkan mampu 

mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci 

keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam 

mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-

program BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar  untuk tahun 

2021-2026. 

Selain itu, penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten 

Kepulauan Selayar 2021-2026 merupakan rencana yang masih 

bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan 

penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai 
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upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (Lima) 

tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang 

disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang 

telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Penyusunan Renstra 

merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam 

bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit, 

terarah dan transparan dalam usulan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA).  

Pelaksanaan Renstra BKPSDM 2021-2026 menjadi 

tanggung jawab Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga target yang 

akan dicapai perlu dipertimbangkan dengan target yang ada di 

RPJMD serta pagu indikatif yang telah ditetapkan. Monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKPSDM 2021-

2026 dilaksanakan secara bersama oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kepala Badan 

Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia yang berisikan pelaksanaan urusan 

kepegawaian dan pengembangan tidak terlepas dalam  

penguatan peran para stakeholders yaitu pemerintah, swasta 

dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan Rencana Kinerja 

BKPSDM menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan 

Atas Kinerja Tahunan serta program dan kegiatan yang 

129 
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